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ABSTRACT  
This study aims to describe the evaluation of the implementation of Education policy in the 

perspective of the philosophy of Education in Indonesia. This study uses a literature study method by 
observing various documents from books and journals. The literature study in this study focuses on 
researching literature related to Education policy in Indonesia, the philosophy of Education, and the 
evaluation of education policy. Data collection was carried out by collecting library data, reading, 
recording, and managing research results objectively, systematically, analytically, and critically by 
looking at the year of publication and the most recent research. The results of this study indicate that 
the implementation of Indonesian Education policy has the potential to improve the quality of 
education, but also faces various challenges. Disparities in education and teacher quality are key factors 
that need to be considered in policy evaluation. Therefore, it is important to conduct continuous 
evaluation of education policy to ensure that education goals can be achieved effectively. The 
government needs to evaluate policy implementation so that education goals can be achieved. 
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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi implementasi kebijakan 

Pendidikan dalam perspektif filsafat Pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode 
studi literatur dengan mengamati berbagai macam dokumen baik dari buku maupun jurnal.  Studi 
literatur pada penelitian ini fokus meneliti mengenai literatur yang berkaitan dengan kebijakan 
Pendidikan di Indonesia, filsafat Pendidikan, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Pengumpulan data 
dilakukan dengan mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola hasil 
penelitian secara objektif, sistematis, analitis, dan krtitis dengan melihat tahun terbit dan penelitian 
paling mutakhir. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan Pendidikan 
Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga menghadapi 
berbagai tantangan. Disparitas pendidikan dan kualitas guru menjadi faktor kunci yang perlu 
diperhatikan dalam evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi 
berkelanjutan terhadap kebijakan pendidikan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat 
tercapai secara efektif. Pemerintah perlu mengevaluasi implementasi kebijakan sehingga tujuan 
Pendidikan dapat tercapai. 

Keywords : Kebijakan Pendidikan, Filsafat Pendidikan, Evaluasi Pendidikan.  

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sosial dan 

ekonomi di Indonesia. Pendidikan merupakan kunci untuk membangun sebuah peradaban 

(Falah et al., 2023). Sebagai fondasi bagi kemajuan bangsa, pendidikan tidak hanya 

berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan 

keterampilan individu yang dibutuhkan dalam masyarakat yang semakin kompleks. 

Menurut (World Bank, 2022), pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan 
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produktivitas dan inovasi, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. 

Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan yang efektif menjadi sangat krusial. 

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan 

dalam kebijakan pendidikan, salah satunya adalah kebijakan Merdeka Belajar yang 

diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan ini bertujuan untuk 

memberikan kebebasan kepada sekolah dan siswa dalam menentukan cara belajar yang 

sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, meskipun kebijakan ini menjanjikan, banyak 

pihak yang mempertanyakan efektivitas dan implementasinya di lapangan. Evaluasi 

menyeluruh diperlukan untuk memahami dampak dari kebijakan ini dalam konteks filsafat 

pendidikan yang mendasarinya. 

Filsafat pendidikan, sebagai suatu disiplin yang mempelajari tujuan, nilai, dan 

praktik pendidikan, memberikan kerangka acuan yang penting dalam mengevaluasi 

kebijakan pendidikan. Dengan memahami perspektif filsafat pendidikan, kita dapat 

mengidentifikasi apakah kebijakan yang diterapkan sejalan dengan nilai-nilai yang ingin 

ditanamkan dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya kebijakan 

Merdeka Belajar, dalam perspektif filsafat pendidikan. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan 

pendidikan di Indonesia, khususnya kebijakan Merdeka Belajar. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengkaji kebijakan pendidikan dari perspektif filsafat pendidikan yang 

ada, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi dalam implementasi 

kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih baik di masa 

depan. 

Dalam menganalisis implementasi kebijakan, penting untuk memahami konteks 

sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Selain itu, 

penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana filosofi pendidikan yang berbeda dapat 

mempengaruhi cara kebijakan pendidikan dirumuskan dan diimplementasikan. Dengan 

demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran tentang kebijakan yang 

ada, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan tersebut dapat 

dioptimalkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. 

Penelitian ini mencakup beberapa pertanyaan kunci yang akan menjadi fokus 

analisis. Pertama, implementasi kebijakan Pendidikan di Indonesia? Pertanyaan ini akan 

mengarahkan penelitian untuk mengeksplorasi kebijakan tersebut diterapkan di lapangan, 

serta dampak yang ditimbulkan terhadap siswa, guru, dan masyarakat. Kedua, tantangan 

yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Pendidikan. Dalam konteks ini, penelitian 

akan berusaha mengidentifikasi berbagai hambatan yang mungkin muncul, baik dari sisi 

sumber daya manusia, infrastruktur, maupun kebijakan itu sendiri. Tantangan ini penting 

untuk dipahami agar solusi yang tepat dapat dirumuskan. Ketiga, perspektif filsafat 

pendidikan dapat membantu dalam evaluasi kebijakan Pendidikan.  Dengan menjawab 

pertanyaan ini, penelitian akan menyoroti pentingnya pemikiran filosofis dalam 

merumuskan dan mengevaluasi kebijakan pendidikan, serta bagaimana nilai-nilai 

pendidikan dapat diintegrasikan ke dalam praktik pendidikan sehari-hari. 
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TINJAUAN LITERATUR 

Kebijakan Pendidikan di Indonesia 

Kebijakan Pendidikan merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh 

pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut (Kristina et al., 

2024), kebijakan memberikan kebebasan kepada sekolah untuk merancang kurikulum 

yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan 

suasana belajar yang lebih kondusif dan relevan bagi siswa. Namun, untuk memahami 

dampak dari kebijakan ini, perlu dilakukan analisis terhadap kebijakan pendidikan 

sebelumnya dan bagaimana perubahan ini mempengaruhi sistem pendidikan secara 

keseluruhan. 

Kebijakan Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk disoroti. 

Kesejahteraan pendidik, pengembangan karir, dan distribus tenaga pendidik yang merata 

merupakan kunci dalam meningkatkan Pendidikan. Salah satu hal yang perlu dilakukan 

oleh pemerintah dalam mendukung kualitas Pendidikan adalah dengan terus membangun 

Pendidikan supaya sesuai dengan zaman melalui kebijakan yang dibuat (Elvarisna et al., 

2024). Hal ini tentu saja berdampak pada relevansi program pembelajaran yang dibuat 

dengan kondisi dan realita yang ada.  

Sebelum kebijakan Merdeka Belajar, Indonesia telah menerapkan berbagai 

kebijakan pendidikan yang sering kali bersifat sentralistik. Misalnya, Kurikulum 2013 yang 

mengedepankan pendekatan tematik dan integratif. Meskipun memiliki tujuan yang baik, 

implementasi kurikulum ini sering kali terhambat oleh kurangnya pelatihan bagi guru dan 

ketidakmerataan infrastruktur pendidikan di berbagai daerah (Fajri, A, 2022). Oleh karena 

itu, evaluasi terhadap kebijakan Merdeka Belajar perlu mempertimbangkan pelajaran yang 

dapat diambil dari kebijakan sebelumnya. 

Dampak dari kebijakan pendidikan yang diterapkan di Indonesia juga dapat dilihat 

dari statistik yang menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan. Menurut data dari Badan 

Pusat Statistik (BPS), angka partisipasi kasar (APK) untuk pendidikan menengah pada 

tahun 2022 mencapai 85%, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya. Namun, disparitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih 

menjadi masalah yang perlu ditangani (Hendrawan et al., 2023). Salah satu kebijakan 

Pendidikan yang ada di Indonesia adalah adanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK). Adanya program PPPK ini memiliki dampak positif salah satunya dengan 

adanya pemerataan guru di wilayah Indonesia. Hal ini sebetulnya memberikan fleksibilitas 

terhadap dalam penempatan guru di sekolah-sekolah (Anggreni et al., 2024).  

Selain itu, bentuk kebijakan pemerintah lainnya adalah dengan mengadakan 

beasiswa berupa Program Indonesia Pintar (PIP) bagi warga yang tidak mampu sehingga 

mampu menyelesaikan Pendidikan di sekolah menengah. Kemudian adanya Kartu 

Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan pemerintah kepada rakyat yang kurang mampu juga 

berdampak untuk membangun sumberdaya manusia yang berkualitas (Setyawan, 2018). 

Kebijakan lainnya juga berupa pengembangan dan pelatihan yang harus diikuti oleh tenaga 

pedidik dan kependidikan sehingga mereka dapat melaksanakan proses pembelajaran 

dengan baik juga perlu dibuat guna mendorong SDM yang berkualitas (Handayani & 

Purwanti, n.d.).  
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Filsafat Pendidikan 

Filsafat pendidikan merupakan kajian yang mendalam tentang nilai-nilai dan 

prinsip-prinsip yang mendasari praktik pendidikan. (Tia Basana Hutagalung & Liesna 

Andriany, 2024) menyatakan bahwa pendidikan seharusnya berorientasi pada 

pengembangan karakter dan potensi individu, bukan hanya pada pencapaian akademis 

semata. Dalam konteks ini, filsafat pendidikan dapat memberikan panduan yang jelas 

tentang tujuan pendidikan dan bagaimana kebijakan seharusnya dirumuskan. (Freire, P, 

2021) menekankan pentingnya pendidikan yang bersifat kritis dan dialogis, di mana siswa 

tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam proses 

belajar. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam konteks kebijakan Merdeka Belajar, yang 

mendorong keterlibatan siswa dalam menentukan cara belajar mereka. Dengan 

mengadopsi pendekatan filsafat pendidikan yang inklusif, kebijakan pendidikan dapat lebih 

responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat. 

Hubungan antara filsafat pendidikan dan kebijakan pendidikan sangat erat. 

Kebijakan yang baik harus mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diyakini oleh 

masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan Merdeka 

Belajar mencerminkan nilai-nilai tersebut, serta bagaimana implementasinya di lapangan 

dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa. Indonesia sebagai negara 

yang menganut Pancasila perlu merumuskan dengan cermat bagaimana orientasi 

pembelajarannya. Misalnya jika Pendidikan di Amerika yang kental dengan liberalisme 

pemikiran, kebebasan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, serta kebebasan 

berpendapat, maka di Indonesia pendidikannya lebih condong mengajarkan tentang nilai 

budaya, social, dan agama (Rosa et al., 2024).  

Dalam Pendidikan, ada yang dikenal dengan tiga pilar Pendidikan. Tiga Pilar 

Pendidikan tersebut adalah sekolah, siswa, dan orangtua. Ketiga pilar ini harus bersatu 

padu dan memiliki satu pemahaman dalam memberikan Pendidikan yang baik (Suryana, 

2023). Filsafat Pendidikan Indonesia mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang 

menekankan pada (1) Pendidikan yang menitikberatkan pada pengembangan kemandirian 

peserta didik sehingga mereka mampu mengandalkan kekuatan mereka sendiri; (2) 

Pendidikan yang memberikan pada kebebasan lahir dan batin kepada individu; (3) 

Pendidikan yang menitikberatkan partisipasi aktif subjek yang menyadari pentingnya 

penerapan pengetahuan teoritis dan praktis dalam kehidupan social guna membangun 

Masyarakat yang beradab (Tia Basana Hutagalung & Liesna Andriany, 2024).  

Sebagai negara yang menganut nilai-nilai Pancasila maka seharusnya menjadi 

pegangan bagi sekolah untuk menyelaraskan visi misinya dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai 

Ketuhanan Yang Maha Esa misalnya harus menjadi patokan bagi seluruh Lembaga 

Pendidikan baik yang dimasukan ke dalam hidden kurikulum maupun yang bukan (Indriani 

& Satrianawati, 2018). Nilai nilai ini juga harus dapat memberikan petunjuk bagi Lembaga 

Pendidikan agar tidak terlena dengan kemajuan teknologi dan informasi sehingga 

kemajuan teknologi dan informasi hanya dijadikan sebagai alat untuk memajukan 

Pendidikan yang ada (Nama & Tanggur, 2022).  

Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam 

Pendidikan Karakter (Widiatmoko et al., 2024). Pada implementasi yang lebih detailnya 
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Lembaga Pendidikan dapat merumuskan karakter seperti apa yang diinginkan oleh 

Lembaga tersebut sehingga para peserta didiknya dapat terbentuk sesuai dengan visi dan 

misi Lembaga Pendidikan tersebut. (Zaman et al., 2024). Lembaga Pendidikan juga perlu 

melakukan penguatan-penguatan nilai-nilai baik yang dilakukan melalui program maupun 

melalui kegiatan sehari-hari sehingga budaya yang diinginkan dapat tercipta dengan baik 

sesuai dengan yang diinginkan.  

 

Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan langkah penting dalam memastikan 

bahwa kebijakan yang diterapkan efektif dan memberikan dampak positif. (Wardani et al., 

2023) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan dapat dilakukan melalui berbagai metode, 

termasuk analisis dokumen, survei, dan wawancara. Dalam konteks pendidikan di 

Indonesia, evaluasi ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas sistem 

pendidikan yang ada. (Sukmadinata, N. S., 2017) menekankan bahwa evaluasi yang baik 

harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk konteks sosial, budaya, dan ekonomi. 

 Dalam hal ini, evaluasi kebijakan Merdeka Belajar perlu dilakukan dengan 

mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi oleh 

guru dan siswa. Pentingnya evaluasi dalam konteks pendidikan di Indonesia juga didukung 

oleh (Hendrawan et al., 2023), yang menunjukkan bahwa evaluasi yang berkelanjutan dapat 

membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan. 

Melalui evaluasi yang komprehensif, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan 

dari kebijakan yang ada, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan 

demikian, evaluasi kebijakan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk 

mengukur efektivitas, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

di Indonesia secara keseluruhan. 

Evaluasi kebijakan juga berpatokan pada indicator yang sudah dibuat (Windawati 

& Setyowati, 2015). Kebijakan yang akan dievaluasi juga dapat meminta masukan-masukan 

terutama kepada kepala sekolah sebagai pemimpin Lembaga Pendidikan. Kemudian, 

masukan ini akan dianalisis dan diproses serta akan diklasifikasikan untuk mengetahui 

penyebab dan jenis masalah yang ada. Dari hasil ini, maka diharapkan dapat mendapatkan 

Solusi yang baik bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan Pendidikan (Sundoyo & 

Sumaryanto, 2012).  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan studi literatur. Penelitian keputsakaan atau studi 

literatur adalah upaya sistematik dalam mengakses, mengumpulkan, dan menganalisis 

berbagai macam materi yang tersedia di perpustakaan yang meliputi referensi buku, 

penelitian terdahulu, artikel catatan, dan jurnal untuk mendukung dan menjawab 

permasalahan penelitian (Prastiwi & Widodo, 2023). Studi literatur pada penelitian ini 

fokus meneliti mengenai literatur yang berkaitan dengan kebijakan Pendidikan, filsafat 

Pendidikan, dan evaluasi kebijakan.  

Metode kegiatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data pustaka, membaca, 

mencatat, serta mengelola hasil penelitian secara objektif, sistematis, analitis, dan krtitis 
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mengenai kebijakan Pendidikan, filsafat Pendidikan, dan evaluasi kebijakan (Putri et al., 

2020). Studi literatur pada penelitian ini sejatinya dilakukan sama dengan pendekatan 

penelitian lainnya akan tetapi, pengambilan datanya mengambil dari sumber pustaka, 

membaca, menganalisis dan mencatat hasilnya. Tujuan dari metode ini adalah untuk 

menjawab Teknik analisa data menggunakan content analysist atau analisis isi. Analisis isi 

digunakan untuk meneliti literatur yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan. 

Kemudian, dilakukan studi dengan melihat tahun terbit dari mulai yang paling mutakhir, 

mutakhir, sampai tidak mutakhir tetapi memiliki substansi yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Kemudian peneliti membaca abstrak yang kemudian akan diteliti dan dicatat 

secara detail oleh peneliti. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Kebijakan Pendidikan 

Implementasi kebijakan Pendidikan di sekolah menunjukkan variasi yang signifikan 

di berbagai daerah, salah satunya adalah kebijakan Merdeka belajar. Menurut Kristina et al., 

(2024), beberapa sekolah berhasil mengadopsi prinsip-prinsip Merdeka Belajar dengan 

baik, menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel dan responsif terhadap 

kebutuhan siswa. Namun, ada juga sekolah yang mengalami kesulitan dalam menerapkan 

kebijakan ini, terutama yang berada di daerah terpencil dengan keterbatasan sumber daya. 

Dampak positif dari implementasi kebijakan ini termasuk peningkatan keterlibatan siswa 

dalam proses belajar dan pengembangan kreativitas. Namun, ada juga dampak negatif yang 

muncul, seperti kebingungan di kalangan guru mengenai bagaimana menerapkan kebijakan 

ini secara efektif. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan dan dukungan yang lebih baik 

bagi guru untuk memahami dan mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar dengan 

baik. Kondisi ini diperkuat oleh data yang menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan 

partisipasi siswa, kualitas pendidikan masih menjadi tantangan. Menurut laporan dari BPS, 

meskipun APK pendidikan menengah meningkat, hasil ujian nasional menunjukkan adanya 

disparitas yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang menunjukkan 

bahwa implementasi kebijakan pendidikan masih perlu ditingkatkan (Hendrawan et al., 

2023). 

Kemudian, sebagai salah satu Langkah dalam menangani pemerataan Pendidikan, 

Pemerintah membuat dua kebijakan yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu 

Indonesia Pintar (KIP) (Setyawan, 2018). Program PIP ini menyasar peserta didik supaya 

mereka dapat melanjutkan Pendidikan pada jenjang Pendidikan menengah sedangkan 

program KIP menyasar Masyarakat kurang mampu yang membantu mereka untuk 

menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Upaya pemerintah ini tentu harus 

diapresiasi sebab melalui program ini diharapkan membantu pemerataan Pendidikan di 

Indonesia. Program pemerataan dan kesejahteraan mereka juga perlu diperhatikan. Salah 

satu Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemerataan pendidik dan membangun 

kesejahteraan mereka adalah melalui program PPPK (Anggreni et al., 2024). Kebijakan 

Pemerintah ini membantu mengatasi pemerataan pendidik di setiap daerah dan juga 

meningkatkan kesejahteraan pendidik.  
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Tantangan dalam Implementasi 

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar adalah 

disparitas pendidikan di Indonesia. Hamid, A. (2020) mencatat bahwa perbedaan akses dan 

kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih sangat mencolok. 

Sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kali mengalami kesulitan dalam menyediakan 

fasilitas dan sumber daya yang memadai, sehingga sulit untuk menerapkan kebijakan yang 

memerlukan dukungan infrastruktur yang baik. Kualitas guru juga menjadi faktor 

penghambat dalam implementasi kebijakan pendidikan. (Wardani et al., 2023) 

menunjukkan bahwa banyak guru di daerah terpencil tidak mendapatkan pelatihan yang 

cukup untuk mengimplementasikan kurikulum baru. Hal ini menyebabkan 

ketidakpahaman tentang prinsip-prinsip Merdeka Belajar dan menghambat inovasi dalam 

pembelajaran. Selain itu, (Yoshida et al., 2014) menekankan bahwa perubahan kurikulum 

yang cepat tanpa dukungan yang memadai dapat menyebabkan kebingungan dan 

ketidakpuasan di kalangan guru. 

Selain itu, adanya potensi salah sasaran bagi penerima beasiswa juga masih 

senantiasa terjadi. Masyarakat yang seharusnya lebih layak menerima beasiswa kadang 

secara praktiknya malah tidak mendapatkan beasiswa. Hal ini bisa terjadi karena (1) 

instansi tidak memiliki data yang akurat; (2) instansi memiliki kedekatan baik secara 

emosional maupun relational sehingga lebih mengutamakan mereka. Hal ini tentu saja akan 

menyebabkan masalah salah satunya berupa kecemburuan social di masyarakat. Hal ini 

tentu saja menjadi tantangan bagi pemerintah untuk diselesaikan sehingga menghasilkan 

apa yang dicita-citakan.   

 

Perspektif Filsafat Pendidikan 

Filsafat pendidikan dapat memberikan panduan yang berharga dalam evaluasi 

kebijakan pendidikan. (Gutek, G. L., 2020) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip filsafat 

pendidikan dapat membantu dalam merumuskan tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai 

dalam pendidikan. Dalam konteks kebijakan Merdeka Belajar, penerapan prinsip-prinsip 

tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif 

terhadap kebutuhan siswa. Sebagai contoh, penerapan prinsip-prinsip pendidikan progresif 

yang menekankan pada pengalaman belajar yang aktif dan kolaboratif dapat membantu 

menciptakan suasana belajar yang lebih menarik bagi siswa. Dengan memahami bagaimana 

filsafat pendidikan dapat diterapkan dalam kebijakan, kita dapat mengevaluasi sejauh mana 

kebijakan Merdeka Belajar mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan dalam pendidikan. 

Setiap negara memiliki ideologinya tersendiri. Indonesia memiliki Pancasila 

sehingga Pendidikan yang diselenggarakan harus selaras dengan Pancasila. Salah satu 

contoh Pendidikan yang harus selaras dengan Pancasila adalah dengan mewajibkan mata 

Pelajaran agama, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Pancasila memberikan ruang yang sangat 

luas bagi para pemeluk agama untuk menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan ajaran 

agama tertentu. Hal ini disebabkan salah satu penyebab terbentuknya Pancasila adalah 

karena agama oleh karena itu, agama dan Pancasila tidak berbenturan.  

Filsafat Pendidikan setidaknya memberikan perspektif bagaimana Pendidikan ini 

dikelola dengan baik dan menghasilkan manusia yang bermutu sesuai dengan cita-cita yang 
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dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Filsafat Pendidikan memberikan 

ruang untuk membentuk pola pikir, rasa, dan karakter peserta didik sesuai yang 

dikehendaki. Filsafat Pendidikan juga memberikan ruang untuk menggali sumber nilai baik 

dari nilai agama, budaya, common sense atau perpaduan dari tiga komponen tersebut. Hal 

ini semata-mata dibentuk sehingga memberikan bagaimana Pendidikan berjalan 

sebagaimana seharusnya.  

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pendidikan Indonesia 

memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga menghadapi 

berbagai tantangan. Disparitas pendidikan dan kualitas guru menjadi faktor kunci yang 

perlu diperhatikan dalam evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan 

evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan pendidikan untuk memastikan bahwa tujuan 

pendidikan dapat tercapai secara efektif. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar 

pengambil kebijakan memperhatikan peningkatan kualitas guru dan infrastruktur 

pendidikan. Pelatihan yang lebih baik bagi guru dan dukungan yang memadai untuk 

sekolah-sekolah di daerah terpencil sangat penting untuk memastikan implementasi 

kebijakan yang sukses. Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan 

masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa. Penelitian ini 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia 

dengan menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan dan penerapan prinsip-prinsip 

filsafat pendidikan dalam kebijakan. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut di bidang 

pendidikan juga diperlukan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana 

kebijakan pendidikan dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 

yang terus berkembang. 
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